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xPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ﺍ alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ﺏ ba b be
ﺕ ta t te
ﺙ ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ﺝ jim j je
ﺡ ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
ﺥ kha kh ka dan ha
ﺩ dal d de
ﺫ żal ż zet (dengan titik di atas)
ﺭ ra r er
ﺯ zai z zet
ﺱ sin s es
ﺵ syin sy es dan ye
ﺹ ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ﺽ ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ﻁ ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ﻅ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
xi
ﻉ ‘ain ‘ apostrof terbalik
ﻍ gain g ge
ﻑ fa f ef
ﻕ qaf q qi
ﻙ kaf k ka
ﻝ lam l el
ﻡ mim m em
ﻥ nun n en
ﻭ wau w we
ﻩ ha h ha
ﺀ hamzah ʼ apostrof
ﻯ ya y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َا fatḥah a a
 ِا kasrah i i
xii
 ُا ḍammah u u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i
ٷ fatḥah dan wau au a dan u
Contoh:
 َﻒْﻴ َﻛ: kaifa
 َل ْﻮ َﻫ: haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat dan
Huruf
Nama Huruf dan Tanda Nama
ﻯ ... | ﹶﺍ ...
fatḥah dan alif
atau yā’ ā a dan garis di atas
ﹺﻯ kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas
ﻭ
dammah dan








Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ﺔﺿﻭﺭﺍﻷﹾﻃﹺﻝﺎﹶﻔ : rauḍah al-aṭfāl
ﺪﻤﹶﻟﺍﹾﻟﺍ  ﹸﺔﻨﻳﺔﹶﻠﺿﺎﻔ : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔﻤﹾﻜﺤﹶﻟﺍ : al-ḥikmah
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydīd (ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan








Jika huruf ﻯ ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
ﻰﻠﻋ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
ﰉﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻝﺍ (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contoh:
ﺲﻤﺸﹶﻟﺍ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)




Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal







8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata





9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲﺍ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:
ِﷲﺍ ﻦﻳﺩ dīnullāh ِﷲﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
xvi
ِﷲﺍ ﺔﲪﺭ ﻲﻓ ﻢﻫ hum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,
DP, CDK, dan DR). Contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
xvii
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmid Abū)
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subḥānahū wa ta‘ālā
saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-salām
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4





Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sopa
Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba (Studi Atas
Ketatanegaraan Islam)
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi pengelolaan
keuangan desa di desa sopa kecamatan kindang kabupaten bulukumba (studi atas
ketatanegaraan islam)? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown pada
beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) apakah hambatan-
hambatan dalam pengelolaan keuangan desa? 2) bagaimana pengelolaan keuangan
desa dalam ketatanegaraan islam?
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research) dan tergolong deskriptif kualitatif dengan pendekatan
penelitian yuridis sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis
data di lakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu : editing, coding dan identifikasi
data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa
Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba sudah optimal bila dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya. Sudah banyak pembangunan desa yang muncul
baik itu secara fisik maupun non fisik. Apalagi dengan di bentuknya BUMDES
(badan usaha milik desa) ini sangat membantu dalam pembangunan desa. Hanya saja
ada hambatan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu rendahnya sumber daya
manusia, hal ini dapat di lihat dari kurangnya usulan-usulan pada saat di adakan
musyawarah desa, masyarakat hanya membantu secara fisik saja. Pengelolaan
keuangan desa dalam ketatanegaraan islam juga dilakukan dengan transparan dan
sistem musyawarah. Sistem ini sangat baik di gunakan dalam pengelolaan keuangan
desa.
Implikasi dari penelitian ini adalah: untuk mengatasi hambatan dalam
pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dan Aparat Desa harus meningkatkan
sumber daya manusia masyarakat. Agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam
pengelolaan keuangan desa baik yang secara fisik maupun non fisik. Memberikan
pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa. Setiap ada musyawarah desa




A. Latar Belakang Masalah
Kajian tentang desa dan segala problematika sosial budaya, ekonomi dan
berbagai perspektif lainnya, sudah banyak di ulas oleh para ahli sosiologi, terutama
bila dilihat dalam persfektif geografis dan karakteristik kehidupan masyarakatnya,
oleh sebab itu secara sederhana dapat kita awali dengan suatu pemahaman bahwa
sebenarnya desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara berbagai kelompok kegiatan
manusia dengan lingkungannya. Secara lebih formal desa merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.1
Diskriminasi terhadap desa pada berbagai bidang pembangunan juga
berkonsekuensi pada ketertinggalan wilayah perdesaan. Pada tahun 2014 hanya
terdapat 3,92 persen yang tergolong desa mandiri, sementara yang tergolong desa
tertinggal sebanyak 27,22 persen dan yang tergolong desa berkembang sebanyak
68,86 persen.2
Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis
dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya
1H. Abd. Rasyid Masri, Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan (Makassar :
Alauddin University Press, 2014), h. 1.
2Nata Irawan, Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Era UU Desa (Jakarta : Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, 2017), h. 2.
2terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu,
pembangunan desa dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar
masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan
kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan berkedudukan
sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga
desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakatnya sendiri.
Upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan pemerintah desa di seluruh
Indonesia mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan di segala bidang.
Salah satu strateginya disebutkan bahwa desentralisasi pembangunan sampai ke desa,
di mana bermakna bahwa konsep “bhinneka” dalam lambang negara menjadi jelas
serta asas desentralisasi mengisi konsep rumah tangga desa.3
Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi
bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan
pembangunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa di katakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.4
3Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), h.
188.
4Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3Anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang
penghitungan anggarannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan
diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan
pembangunan desa. Terkait hal tersebut, kini hangat diperbincangkan adanya Pasal
72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan keuangan desa di mana
salah satu sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).
Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran
alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di
luar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Dalam penyusunannya,
anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan
pembangunan desa.
Undang-undang mengamanatkan penyaluran dana ke seluruh desa sebesar 10
persen dari transfer keuangan pusat ke daerah. Pada tahun 2015 dana desa tersebut
baru mencapai Rp 20,7 triliun, tetapi nilai ini pun sudah setara dengan seluruh
pendapatan desa di Indonesia pada tahun 2013. Pada tahun 2016 dana desa
meningkat menjadi Rp 46,9 triliun. Srtuktur pengelolaan desa diperkuat melalui
pendirian kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, serta
4koordinasi pengelolaan desa secara resmi dengan kementerian dalam negeri,
kementerian keuangan dan badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas).5
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dibentuk Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) PP No.
60 Tahun 2014, disebutkan : “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”.6
Dana Desa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014
adalah dana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan
bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Suatu
penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan
untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta
terwujudnya tujuan pembangunan desa.7
5Nata Irawan, Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa, h. 4.
6Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.
7Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafik, 1987), h. 66.
5Dana Desa merupakan hal yang baru bagi Pemerintahan Daerah, khususnya
Pemerintah Desa di seluruh Indonesia. Mengacu pada banyaknya kasus korupsi yang
terjadi dalam proses pendistribusian anggaran pusat ke daerah (misalnya: kasus
korupsi dalam Bansos, dana BOS dan Dana Alokasi Khusus Pendidikan) tentunya
perlu ada mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi.
Saat ini kelengkapan regulasi dalam pengelolaan dana desa dirasa masih minim.
Maka dari itulah, topik mengenai optimalisasi pengelolaan dana desa ini menjadi
kajian yang menarik dan sangat diperlukan dalam kemajuan perkembangan
Pemerintah Desa. Salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa adalah Desa Sopa
Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Desa Sopa ini sebagian besar
wilayahnya merupakan lahan pertanian dan mayoritas penduduk bekerja di bidang
ini. Oleh karena itu, Desa Sopa merupakan desa yang sedang gencar melakukan
pembangunan, dalam hal ini tentu saja munculnya Dana Desa di Desa Sopa sangatlah
membantu pembangunan desa.
Kebijakan reformasi birokrasi pada seluruh unsur di pemerintahan, baik di
pemerintahan pusat sampai pemerintah daerah memberikan peluang cukup signifikan
untuk meningkatkan dan mengembangkan aparatur negara lebih baik dan berkualitas.
Peningkatan kualitas aparatur, tidak hanya bersifat vertikal tetapi aspek
horizontalnya juga menjadi bagian dari pengembangan sumber daya aparatur.8
Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus
melibatkan masyarakat desa yang diripresentasikan oleh badan pemusyawaratan desa
(BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir
8Hayat, Manajemen Pelayanan Publik (Depok : Rajawali Pers, 2017), h. 153.
6kepentingan dan kebutukan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang
dimiliki desa tersebut. Selain itu, pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan
pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai
wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.
Tantangan dari pendekatan top down terhadap desa-desa di indonesia ialah
meningkatkan kepuasan atas pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan makna yang
dikembangkan oleh masyarakat, bukan oleh elite desa. Kepuasan masyarakat
menjadi indikator penting dalam menilai pelayanan yang diselenggarakan oleh
pemerintah. Pemerintah perlu memiliki empati terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepuasan masyarakat terhadap aparat pemerintah desa di indonesia tergolong tinggi.
Masyarakat juga memiliki persepsi positif terhadap pelayanan desa. Pelayanan
tersebut di nilai sebagai indikator kinerja pemerintah desa, sekaligus peningkatan
akses kebutuhan dasar.9
Saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait
keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDesa yang tidak berimbang antara
penerimaan dengan pengeluaran sehingga menimbulkan konflik pada masyarakat
berupa minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kondisi desa yang sebenarnya
meliputi keuangan desa dan pengelolaannya untuk kemerataan serta kemajuan desa.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti
dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang
berbentuk skripsi dengan judul: “OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN
9Nata Irawan, Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa, h. 37.
7DESA DI DESA SOPA KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA
(Studi Atas Ketatanegaraan Islam)”.
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Secara umum, dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan undang-
undang tentang optimalisasi pengelolaan dana desa dalam ketatanegaraan Islam.
2. Deskripsi Fokus
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan
skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi
yakni: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Dopa Kecematan Kindang
Kabupaten Bulukumba (Studi Atas Ketatanegaraan Islam).
Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat
sesuatu (sebagai desain, sistem atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya
sempurna, fungsional atau lebih efektif.
Pengelolaan dana desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari
tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang
dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 januari sampai dengan 31
desember.
C. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan
dalam pembahasan ini yaitu: Bagaimana Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa
Di Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Dalam Ketatanegaraan
Islam?. Maka yang menjadi sub masalah adalah sebagai berikut:
81. Bagaimana Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sopa
Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?
2. Apakah Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa?
3. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa dalam Ketatanegaraan Islam?
D. Kajian Pustaka
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar antara
lain:
1. Sujamto, dalam bukunya “ Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia” berisi
tentang Suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang
baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi
kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa.
Buku ini banyak memuat tentang pengelolaan keuangan desa sehingga dapat
dijadikan referensi dalam penulisan skripsi.
2. Taliziduhu Ndraha, dalam bukunya “Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa”
berisi tentang upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan pemerintah
desa di seluruh Indonesia mutlak diperlukan untuk mempercepat
pembangunan di segala bidang. Salah satu strateginya oleh Talizudhu
Ndaraha disebutkan bahwa desentralisasi pembangunan sampai ke desa, di
mana bermakna bahwa konsep “Bhinneka” dalam lambang negara menjadi
jelas serta asas desentralisasi mengisi konsep rumah tangga desa. Buku ini
banyak memuat tentang keuangan desa sehingga dapat dijadikan referensi
dalam penulisan skripsi tetapi buku ini termasuk buku yang sudah lama
diterbitkan.
93. Yusran Lapananda, dalam bukunya “Hukum Pengelolaan Keuangan Desa”
berisi tentang  aturan- aturan yang mengatur tentang keuangan desa mulai
dari undang-undang desa, peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah
dalam negeri. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban. Buku ini banyak memuat
tentang hukum pengelolaan keuangan desa sehingga dapat dijadikan referensi
dalam penulisan skripsi.
4. Muhammad Akram Khan, dalam bukunya “Tugas Negara Menurut Islam”
berisi tentang manusia pada dasarnya berwatak madaniy yaitu suka
membangun, itulah sebabnya jika mereka berkumpul pastilah
mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan
kemaslahatan dan mengatasi persoalan. Untuk kepentingan itu diperlukan
kerja sama yang padu antara ruler (pemerintah) dan ruled (anggota
masyarakat) tentu saja diperlukan ketentuan-ketentuan yang definitif yang
mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing.
5. H. Usman Jafar, dalam bukunya “Islam Dan Politik Dinamika Pemikiran
Politik Dalam Islam” berisi tentang tata nilai berupa etika dan moral bagi
pengelolaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip-prinsip tersebut
berupa prinsip tauhid, permusyawaratan dalam menyelesaikan berbagai
persoalan bersama, ketatan kepada pemimpin, persamaan, keadilan,
kebebasan beraga ma dan sikap saling menghormati dalam hubungan umat
dari berbagai agama.
6. Nata Irawan, dalam bukunya “Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU
Desa” berisi tentang perubahan pemerintah desa setelah berlakunya undang-
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undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ditunjukkan secara detil
pendekatan hibrida yang menggabungkan top down dan bottom up dalam
kausalitas undang-undang serta praktik di lapangan, angka, grafik dan tabel
perilaku pemerintahan desa. Efektivitas tata kelola pemerintahan desa
ditandai oleh kemampuan menggerakkan organisasi pemerintah desa,
melayani masyarakat dan menguatkan deliberasi publik dalam pengambilan
keputusan tingkat desa, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota teruji
berperan dalam penyusunan kebijakan, pelatihan aparat, penyaluran sumber
daya dan keuangan, serta upaya makro menjaga tingkat kemiskinan dan
pengangguran. Tokoh masyarakat dan badan permusyawaratan desa
signifikan memengaruhi kualitas tata kelola desa.
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah dari uraian sebelumnya, maka yang menjadi
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk Mengetehui Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa
Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Yang Timbul dalam Pengelolaan
Keuangan Desa.
c. Untuk Mengetahun Pengelolaan Keuangan Desa dalam Ketatanegaraan
Islam.
2. Kegunaan
Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat
memberikam kegunaan sebagai berikut:
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a. Secara teoritis
1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta
pemikiran yang bermanfaat  bagi perkembangan ilmu pengetahuan
hukum pada umumnya serta ketatanegaraan pada khususnya
mengenai optimalisasi pengelolaan keuangan desa.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih
nyata mengenai optimalisi pengelolaan keuangan desa yang ada di
Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
3. Memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa dalam
ketatanegaraan islam.
4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi
penelitian lainnya yang sejenis.
b. Secara Praktis
1. Memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang
berkompeten dan terkait langsung dengan penelitian ini.
2. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi
peneliti akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan
sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang
berminat pada hal yang sama.
3. Melatih penulis dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara






A. Pengertian Desa Dan Keuangan Desa
1. Pengertian desa
Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang
berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri. Tata kehidupan,
meliputi segala hal yang menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa.1
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatu an Republik Indonesia.2
Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.3
1Sugianto, Urgensi Dan Kemandirian Desa Dala Perfektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 (Yogyakarta : Deepublish, 2017) h. 5.
2Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3Sugianto, Urgensi Dan Kemandirian Desa Dala Perfektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014, h. 5.
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Pemerintahan desa adalah merupakan simbol formal daripada kesatuan
masyarakat desa. Pemerintah desa diselengarakan di bawah pimpinan seorang kepala
desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar
maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Dan Pemerintah Desa mempunyai
tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa,
memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan
masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya
sebagai peraturan desa bersama dengan BPD. Pengertian Pemerintah Desa menurut
Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan
bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.4
Pemerintah desa terdiri dari kepala desa, badan pemusyawaratan desa,
sekertaris desa, kepala seksi dan bendahara desa. Kepala desa dibantu oleh aparat
desa dalam pengelolaan keuangan desa dan kegiatan perencanaan lainnya.
Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di
bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan pemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
2. Pengertian keuangan desa
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai
dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat




kewajiban dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keungan
desa.5
Keuangan desa bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan
anggaran pendapatan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja negara, yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara
yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat. Anggaran pendapatan dan belanja
daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.6
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Keuangan Desa
Pasal 71
1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan
pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
Pasal 72
1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber
dari:
5H.Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsung (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010), h. 171.
6Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa (Jakarta : RMBOOKS, 2016), h.
12.
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a) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota;
e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.
2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber
dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa
secara merata dan berkeadilan.
3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari
pajak dan retribusi daerah.
4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling
sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.
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5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan
sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan
penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
Pasal 73
1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan,
belanja, dan pembiayaan Desa.
2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala
Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap
tahun dengan Peraturan Desa.
Pasal 74
1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang
disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi,
tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
Pasal 75
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1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan
Pemerintah.7
B. Tata Kelola Keuangan Desa
1. Pengertian pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa sudah diuraikan dalam undang-undang nomor 6
tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang
peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015,
peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa, dan
peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 13
tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa sebagaimana
telah dirubah dengan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang /jasa
pemerintah nomor 22 tahun 2015.  sebagai berikut:
a. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden republik
indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik
indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara
republik indonesia tahun 1995.
7Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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b. Pemerintaha daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat
daerah yang menyeleng  garakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugan pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1995.
c. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan desa.
d. Anggaran pendapatan dan belanja desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa dan
ditetapkan dengan peraturan desa.
e. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja derah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan
desa, pembinaan kemsyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
f. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa atau
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.8
8Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h. 12.
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C. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Didalam pengelolaan keuangan desa terdapat asas umum keuangan desa dan
asas pengelolaan keuangan desa. Asas umum keuangan desa sebagaimana yang
diatur didalam bab VI keuangan dan kekayaan desa, bagian kesatu keuangan desa,
paragraf 1 umum, pasal 90 sampai dengan pasal 94 peraturan pemerintah nomor 43
tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintah
nomor 47 tahun 2015. Sedangkan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana
yang diatur didalam bab II asas pengelolaan keuangan desa, pasal 2 peraturan
menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.9
Adapun, asas umum keuangan desa sebagaimana yang diatur didalam
peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-
undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah dirubah dengan
peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, yaitu:
a. Peyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
b. Penyelenggaraan kewenangan lokal beskala desa selain didanai oleh APB
Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belenja negara dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
c. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai
oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
9Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h. 17.
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d. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian
anggaran kementerian/ lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat
daerah kabupaten/kota.
e. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah derah
didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
f. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa
dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
g. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan
bendahara desa.





i. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
j. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
k. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.10
Sedangkan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur
dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan
keuangan desa, yaitu:
10Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h. 18.
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a. Asas transparan
Asas transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
pengelolaan keuangan desa. Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam
memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik
kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti
adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program,
dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang
digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good
Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan
dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual
dan faktual.
b. Asas akuntabel
Asas akuntabel yaitu prinsip setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan dan hasil
akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah suatu proses
yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip
yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa
dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.
Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka dapat
disimpulkan bahwa Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
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pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
c. Asas partisipatif
Menurut Renyowijoyo Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam
pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga
perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas
dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
Sujarweni mengatakan bahwa Partispasi adalah prinsip dimana bahwa setiap
warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap
pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh
pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka
pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan
kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak
langsung mlalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya dalam
setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Pengelolaan
Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan
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di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima
manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.11
d. Asas tertib dan disiplin anggaran
Asas tertib dan disiplin anggaran yaitu prinsip bahwa keuangan desa dikelola
secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi
yang dapat dipertanggungjawabkan.12
D. Kekuasaan Dan Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa
Pengaturan kekuasaan dan organisasi pengelolaan keuangan desa diatur
didalam pasal 75 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 93 perturan
pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang
nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagimana dirubah dengan peraturan pemerintah
nomor 47 tahun 2015, dan pasal 3 sampai dengan pasal 7  peraturan menteri dalam
negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.13
a. Kekuasaan pengelolaan keungan desa
Kekuasaan (wewenang/ tugas) pengelolaan keuangan desa yaitu kekuasaan
otorisasi dan kekuasaan ordonansi. Kekuasaan otorisasi adalah kekuasaan
(wewenang) untuk mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi
pendapatan desa atau kekuasaan (wewenang/tugas) untuk mengambil tindakan yang
berakibat pengeluaran yang menjadi beban anggaran belanja desa. Kekuasaan
otoritasi penerimaan dalam bentuk kekuasaan (wewenang) memungut pendapatan
11Kadek Sutrawati, “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
Skripsi Kendari: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari, 2016.
12Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h.  19.
13Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h.  21.
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asli desa dan pendapatan lain-lain. Kekuasaan otorisasi belanja desa diwujudkan
dalam bbentuk APBDesa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa, penerbitan
SPP (surat permintaan pembayaran) atau bentuk-bentuk lain yang disamakan dengan
itu. Kekuasaan ordonansi adalah kekuasaan (wewenang/ tugas) menguji tagihan-
tagihan desa kepada pihak ketiga, dan menguji tagihan-tagihan kepada desa.
Kukuasaan ordonansi pendapatan diwujudkan dalam bentuk menguji tagihan-
tagihan desa kepada pihak ketiga dan memerintahkan pemungutan / penagihannya
yang dilakukan dengan menerbitkan surat-surat yang berkesesuaian.14
Berdasarkan pasal 75 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang
desa, pasal 93 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan
pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana dirubah
dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun2015, “kepala desa adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan desa”. Sedangkan berdasarkan pasal 3 ayat (1)
peraturan menteri dalam negeri noor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan
desa, “kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan
mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang
dipisahkan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, kekuasaan pengelolaan keuangan desa
dipegang/ dimiliki oleh kepala desa. Sehingga dengan demikian, pada hakikatnya
kepala desa adalah pemegang/ pemilik kekuasaan (wewenang) otorisasi, kekuasaan
(wewenang/tugas) ordonansi, kekuasaan kependaharaan (tugas).15
b. Organisasi pengelolaan keuangan desa
14Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h.  21.
15Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h. 22.
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Pemegang/ pemilik kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala
desa. Kepala desa dalam melaksanakan kekuasaannya (kekuasaan/ wewenang
otorisasi, kekuasaan (wewenang/tugas) ordonansi, kekuasaan kependaharaan (tugas),
kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Hal ini
sebagaimana diatur didalam pasal 75 ayat (2) undang-undang nomor 6 tahun 2014
tentang desa, pasal 93 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang
peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
sebagaimana dirubh dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, “dalam
melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (2), kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat
desa”.16
Lain hanya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) peraturan
menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
“kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh
PTPKD”. PTPKD (pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa) adalah unsur
perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan
keuangan desa.
Sehingga dengan demikian, dipahami bahwa organisasi pengelolaan
keuangan desa sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 7
peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan
desa, terdiri dari: (1). Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dijabat oleh
kepala desa, (2). PTPKD / perangkat desa yang terdiri dari: (a). Koordinator
16Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h.  22.
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pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, dijabat oleh sekertaris desa, (b).
Pelaksana kegiatan, dijabat oleh kepala seksi (bidang keuangan), (c). Bendahara,
dijabat oleh staf pada urusan keuangan.17
Masyarakat yang hidup bersama pada satu tempat dapat memberikan
kemajuan bagi pembangunan ekonomi dan kemandirian di lingkungannya.
Masyarakat yang salaing toleransi dan peduli terhadap kemerataan pembangunan
mampu menjadikan suatu desa/daerah menjadi terorganisir dengan baik dan berjalan
sesuai yang ditetapkan/diinginkan. Adanya struktur dari pemerintahan desa agar
membantu pemerintahan daerah mewujudkan tujuan bersama dalam membangun
bangsa menjadi lebih baik dan sejahtera. Struktur pemerintah desa serta masyarakat
saling memiliki keterikatan kuat dalam pencapaian tujuan. Dalam pelaksanaan dari
tujuan bersama tersebut kepemimpinan serta organisasi dari pemerintah desa
merupakan pengaruh besar bagi masyarakat sesuai dengan musyawarah yang
dilakukan untuk mengambil keputusan. Suatu pemerintahan yang amanah akan
mampu membawa suatu linkungan yang dibawahinya menjadi berkembang serta
mandiri tanpa adanya perasaan tertekan pada masyarakat dalam mengikuti setiap
kegiatan yang ada di desa. Pemerintahan yang baikdan amanah dalam islam tidak
hanya pemerintahan yang dalam pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mencapai suatu mufakat, tetapi harus dilandasi dengan keadilan
dalam menghadapi menetapkan hukum.18
17Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h. 23.
18Vica Mayela Laurentya, “Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan
Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono
Kabupaten Sidoarjo)”. Skripsi Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
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E. Struktur APBDesa
Pengaturan mengenai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atas
yang disingkat APBDesa, diatur di dalam pasal 8 hingga pasal 19 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain
itu, APBDesa diberi pengertian sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa. Adapun struktur APBDesa terdiri atas: Pendapatan Desa, Belanja Desa dan
Pembiayaan Desa.
a. Pendapatan desa
Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa
yang merupakan hak desa dala 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh desa. Sedangkan penerimaan desa adalah uang yang berasal dari
seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
Pendapatan asli desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pendapatan desa
terdiri atas kelompok:
1) Pendapatan asli desa (PADesa)
Kelompok PADesa terdiri atas jenis:
a) Hasil usaha, antara lain Bumdes, tanah kas desa.
b) Hasil asset, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian
umum, jaringan irigasi.
c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah pembangunan dengan
kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga,
barang yang dinilai dengan uang, dan
d) Lain-lain pendapatan desa, antara lain hasil pungutan desa.
2) Transfer
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Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/ kota. Kelompok transfer terdiri dari:
a) Dana desa
Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang dipentukkan bagi desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran
pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan
bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belan daerah
kabupaten/ kota. Pengalokasian dana desa diatur didalam peraturan
pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dirubah dengan
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015.19
Pengalokasian dana desa setiap kabupaten/ kota, dana desa setiap kabupaten/
kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Dana desa dialokasikan secara berkeadilan
berdasarkan:
1) Alokasi dasar,
2) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap
19Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h. 26.
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kabupaten/ kota. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks
kemahalan kontruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang statistik. Dana desa setiap kabupaten/ kota ditetapkan dalam
peraturan presiden mengenai rincian APBN.
Pengalokasian dana desa setiap desa, berdasarkan dana desa setiap
kabupaten/kota bupati/ walikota menetapkan dana desa untuk setiap desa di
wilayahnya. Dana desa setiap desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
1) Alokasi dasar
2) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Tingkat
kesulita geografis ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis desa yang
ditentukan oleh faktor yang terdiri atas ketersediaan prasarana pelayanan
dasar.
3) Kondisi infrastruktur,
4) Aksebilitas / transportasi.20
b. Belanja desa
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka
20Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h. 25-26.
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mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Sedangkan pengeluaran desa adalah
uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang
disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah
kabupaten/ kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Dalam penetapatan
belanja desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT)  dan rukun
warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga
kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,
perencanaan, pembangunan dan ketertiban.21
c. Pembiayaan desa
Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:
1) Penerimaan pembiayaan
Penerimaan pembiayaan mencakup:
a) Sisa lebih perhitungan  anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja,
penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran
apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja,
21Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h. 29.
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mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya
yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
b) Pencairan dana cadangan
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan
dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam
tahun anggaran berkenaan.
c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk
menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
2) Pengeluaran pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
a) Pembentukan dana cadangan
b) Penyertaan modal desa.
Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai
kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya
dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan
ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat:
penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan
yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana
cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun
anggaran pelaksanaan dana cadangan.
Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan
cesara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana
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cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak
melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.22
1. Tahap Pengelolaan keuangan desa
a. Perencanaan ADD
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang
penggunannya terintregasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui
forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana
kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan
Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip partisipasi adalah
keterlibatan setiap warga negara di dalam pengambilan keputusan baik secara
langsung maupun melalui institusi yang mewakili.23
b. Pelaksanaan ADD
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD
sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD). Guna mendukung
keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di
setiap kegiatan fisik harus dipasang papan informasi kegiatan di lokasi kegiatan
tersebut dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip
transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat dengan bebas dapat
22Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h. 33.
23Dwi Febri Arifiyanto, Jurnal Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten
Jember (http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/6598) (13 Maret 2018)
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mengetahui tentang program ADD maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim
Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaaan ADD.24
c. Penatausahaan keuangan desa
Pengaturan penatausahaan keuangan desa diatur didalam pasal35 dan pasal 36
peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan
desa. Guna mewujudkan asas pengelolalaan keuangan desa yaitu asas transparan dan
asas akuntabel maka penetausahaan desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara
desa ditunjuk oleh kepala desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang
berasal dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi
keuangan, yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau
membayar, menausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan
desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari desa, sedangkan pengeluaran desa
adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening desa.25
d. Pertanggungjawaban ADD
Akuntabilitas adalah tanggung gugat dari pengurusan atau penyelenggaraan
yang dilakukan.26 Pengaturan mengenai Pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa, diatur didalam pasal 103dan pasal 104 peraturan pemerintah
nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun
24Dwi Febri Arifiyanto, Jurnal Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten
Jember (http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/6598) (13 Maret 2018)
25Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h. 55.
26Dwi Febri Arifiyanto, Jurnal Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten
Jember (http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/6598) (13 Maret 2018)
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2014 tentang desa sebagimana dirubah dengan peraturan pe merintah nomor 47 tahun
2015, dan pasal 37 hingga pasal 42 peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun
2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
Didalam siklus pengelolaan keuangan desa pelaporan dana pertanggung
jawaban merupakan bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa, selai
perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan. Didalam menteri dalam negeri nomor
113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, kepala desa mempunyai
kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada bupati/ walikota. Laporan dimaksud
adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap semester tahun berjalan
berupa:
a. Laporan semester pertama,
b. Laporan semester akhir tahun.
Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa baik laporan semester
pertama dan laporan semester akhir tahun, bentuknya sama yang meliputi: kode
rekening, uraian terdiri dari pendapatan (pendapatan asli desa, pendapatan transfer
dan pendapatan lain) dan belanja (bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,
bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang
pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga) serta pembiayaan (penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan), jumlah anggaran, jumlah realisasi, lebih /
kurang keterangan. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan
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juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaiakan paling lambat pada
akhir bulan januari tahun berikutnya.27
2. Optimalisasi Penggunaan Anggaran Dana Desa
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata
dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan
paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan
mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi dan seabagainya) sehingga
optimalisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu
(sebagai sebuah desain, sistem atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya
sempurna, fungsional atau lebih efektif.28
Adapun pengertian optimalisasi menurut para ahli di antaranya:
a. Winardi, Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan
sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha
memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan
atau dikehendaki.29
b. Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons Optimalisasi juga dapat didefinisikan
sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai
maksimum atau minimum dari suatu fungsi.
27Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h. 61.
28Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. dalam  KBBI Offline V.1.2, [Sofware]
(Ebta Setiawan, 2011).
29http://repository.unpas.ac.id/12529/5/BAB%202%20RISMA.pdf (16 Maret 2018)
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Penjelasan di atas diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan
apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Senantiasa tujuan diarahkan
untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.
Optimalisasi Dana Desa dimulai dari segi pemanfaatan Dana Desa untuk
pembangunan infrastruktur pedesaan. Pembangunan infrastruktur pedesaan ini
meliputi jalan desa, jembatan, dan lain-lain yang dapat mendorong pembangunan
atau perkembangan sebuah desa. Dana desa dapat pula dioptimalkan dalam fasilitas
pelayanan publik bagi masyarakat (miskin) pedesaan dan penanggulangan
kemiskinan. Penciptaan lapangan kerja juga tak luput dari optimalisasi Dana Desa.
Sebagai salah satu fungsinya Dana Desa dialokasikan untuk mengurangi
ketimpangan penyediaan infrastruktur pelayanan publik antar desa, sedemikian rupa
sehingga masyarakat memperoleh pelayanan publik yang lebih memadai dan merata.
Pemanfaatan Dana Desa secara maksimal akan membantu pembangunan Desa dan
juga pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik. Hingga nantinya
pembangunan negara yang merata diseluruh daerah dapat terwujud.30
Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul.
Desa memiliki pemerintahan desa, sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan NKRI, serta mengelola
keuangan desa, dimana dengan adanya dana desa baik yang didukung oleh




desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang tentu berhubungan dengan pelaksanaanhak dan kewajiban desa.
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dengan
memperhatikan fenomena yang ada saat ini, dari perspektif manajemen dan akutansi
keuangan, pengelolaan keuangan desa penuh dengan tantangan dan peluang.
Tantangan di depan mata saat ini adalah semakin besarnya dana yang dikelola di
desa. Dana tersebut, sebagai dana masyarakat haruslah dikelola dengan transparan
dan akuntabel.31
31http://bappeda.nttprov.go.id/index.php/item/345-optimalisasi-pengelolaan-dana-desa-




Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan perseolan
dengan komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, teknik dan alat.
penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang
dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah
atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaaan tertentu.1 Dengan
demikian, metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu.
A. Jenis dan lokasi penelitian
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan
responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini bersifat
deskriptif penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian
yang terjadi saat sekarang.2
Di pilihnya desa sopa sebagai lokasi penelitian karena kurangnya
pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat seperti pengadaan ketahanan dan
pengembangan sosial budaya, kerena yang selama ini tampak dari anggaran dana
Desa hanya pembangunan irigasi dan jalan. Secara kebetulan peneliti berasal dari
daerah itu sehingga membantu peneliti untuk memperoleh data.
1Sumadi suryabrata, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta : CV.Rajawali, 1985), h. 65.
2Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Hukum: Skripsi, Tesis, Disertasi,& Karya Ilmiah
(Jakarta : Kencana, 2011), h. 34.
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B. Pendekatan Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitin Yuridis Sosiologis.
Yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder
sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data
lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-undang dan penelitian yang ingin
mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai pengumpul
datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara
(interview).3
C. Sumber Data
Dalam penelitian ini digunakan sumber data ke dalam dua jenis data yaitu:
1. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari
individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil kuesioner
yang biasa dilakukan oleh peneliti. Adapun sumber data primer ini jumlahnya
3 informan dan yang menjadi informan adalah sebagai berikut:
a. Kepala desa : 1
b. Aparat desa : 2
c. Masyarakat : 4
d. Kepala dusun : 1
Jumlah : 8
2. Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder berupa bacaan-bacaan yang
berkaitan atau relevan dengan penelitian seperti buku-buku hukum atau jurnal.
3Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (PT. Raja Grafindo Persada Jakarta,
2012), h. 25.
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D. Metode Pengumpulan Data
Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan penelitian
lapangan (field research) yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan
mengadakan penelitian di kantor desa sopa kecamatan kindang kabupaten
bulukumba untuk memperoleh data yang akurat mengenai masalah yang akan diteliti.
Dalam hal ini metode yang digunakan adalah:
1. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan secara mendalam dan detail.4
2. Dokumentasi, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang
berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk
surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.5
3. Observasi, yaitu menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara
langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.6
4. Studi Kepustakaan, yaitu mengacu pada data-data yang tersedia yang pernah
ditulis peneliti sebelumnya dimana ada hubungannya dengan
masalah yang ingin dipecahkan.
4Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Cet, II;Bandung : Alfabeta, 2014),
h. 155
5Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah (Jakarta :
Kencana Prenada Media Group, 2011), h.141.
6Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, h. 51.
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E. Instrumen Penelitian
Instrumen Penelitian adalah “…alat pengumpulan data yang disesuaikan
dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi
penelitian.”7 Adapun instrumen penelitian yang akan d igunakan sebagai berikut:
1. Peneliti sebagai instrumen utama.
2. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan
yang berupa daftar pertanyaan.
3. Buku catatan dan alat tulis
4. Tape Recorder
5. Kamera
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Teknik pengolahan Data
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan,
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara
lain sebagai berikut:
a. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.
7Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar : Alauddin Press, 2013), h.17.
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b. Coding data yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban
menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.8
c. Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian
memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
2. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.
G. Pengujian Keabsahan Data
Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta merta
menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki tingkat
kepercayaan yang tinggi. Perlu melewati pengujian data terlebih dahulu sesuai
dengan prosedural yang telah ditetapkan sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan
atau memproduksi temuan baru. Oleh karena itu, sebelum melakukan publikasi hasil
penelitian, peneliti terlebih dahulu harus melihat tingkah kesahihan data tersebut
dengan melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data.
Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang
lebih menekankan pada data/informasi. Dalam penelitian kualitatif untuk
8Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, h.126.
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mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji adalah datanya. Temuan atau
data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan
peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Suatu
penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Maka suatu
penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh
kesimpulan yang objektif, artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi
standar objektifitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data
penelitiannya.
Dalam teknik pemeriksaan data ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi.
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu
yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding
terhadap data itu.9
9Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : Bumi
Aksara, 2003), h. 88.
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BAB IV
OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SOPA
KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi
Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten terletak di Kota Bulukumba.
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km2 dan berpenduduk sebanyak
413.229 jiwa. Kabupaten Bulukumba mempunyai 10 Kecamatan, 27 Kelurahan, serta
109 Desa. Jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 km, secara kewilayahan
Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi yakni dataran tinggi pada
kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, Pantai dan Laut Lepas.
Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi
Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan
nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Secara geografis
Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20"sampai 5°40" lintang
selatan dan 119°50" sampai 120°28" bujur timur. Batas wilayah Kabupaten ini
adalah sebelah utara kabupaten Sinjai, sebelah selatan kabupaten Kepulauan Selayar,
sebelah timur teluk Bone, sebelah barat Kabupaten Bantaeng.
Mata pencaharian penduduk kabupaten Bulukumba bergerak pada beberapa
jenis kegiatan seperti pada sektor pertanian, nelayan, perdagangan dan lain-lain.
Sebagian besar penduduk bergerak pada sektor pertanian dan nelayan, sedangkan
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selebihnya berprofesi pada kegiatan perkebunan, perdagangan, pegawai negeri sipil,
karyawan swasta, pertambangan, angkutan, bangunan dan lain sebagainya. Hal ini
disebabkan oleh potensi lahan yang cukup subur dan ditunjang oleh prasarana
penunjang seperti jaringan irigasi dan industri pengelohan hasil pertanian lainnya.
Sedangkan penduduk lainnya yang tidak bekerja merupakan ibu rumah tangga dan
penduduk usia sekolah dan selebihnya merupakan pencari kerja atau penduduk yang
belum memperolah pekerjaan.1
2. Gambaran Umum Desa Sopa
Desa Sopa adalah salah satu wilayah di Kecamatan Kindang, sebelumnya
Desa Sopa merupakan salah satu dusun dari Desa Mattirowalie. Pada tahun 2012
terjadi pemekaran sehingga terbentuk Desa Sopa. Sumber penghasilan utama
masyarakat Desa Sopa adalah pertanian dan perkebunan. Di Desa Sopa masih kental
dengan budaya tolong menolong dan gotong royong.
Keadaan wilayah:
a) Luas wilayah Desa Sopa : 110 Ha
b) Batas-batas wilayah Desa Sopa :
1) Sebelah utara : Desa Benteng Palioi
2) Sebelah selatan : Desa Dampang
3) Sebelah timur : Desa Bukit Harapan
4) Sebelah barat : Desa Mattirowalie
c) Nama-nama dusun :
1) Dusun Cambang Boko
1https://bulukumbakab.go.id/pages/profil (28 juli 2018)
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2) Dusun Bontorita
3) Dusun Sopa Tengah
4) Dusun Sopa Ujung
d) Jumlah penduduk
1) Jumlah kepala keluarga (KK) : 519 KK
2) Jumlah penduduk : 1952 jiwa
Laki-laki : 959 jiwa
Perempuan : 993 jiwa
Struktur organisasi desa
Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam
melaksanakan pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan
oleh tiap desa. Tugas pemerintah desa adalah sebagai berikut :
1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
4) Menetapkan peraturan desa.
5) Menetapkan anggaran belanja dan pendapatan desa.
6) Membina kehidupan masyarakat desa.
7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa, serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian akal produktif untuk
sebesar-besarnya untuk masyarakat desa.
9) Mengembangkan sumber pendapatan desa.
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10)Mengusulka dan menerima pelimpaha sebagian kekayaan negara guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11)Mengembangkan sosial budaya masyarakat desa.
12)Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13)Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
14)Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
15)Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.2
Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintah desa sangat diperlukan
agar pemerintah desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan undang-undang
yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa
diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.
Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan di jelaskan
sebagai berikut3 :
a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala desa
mempunyai wewenang :
1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
2) Menetapkan PTPKD.
2Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 26 h. 14.
3Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
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3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam
APBDesa dan.
5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBDesa.
Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa di bantu oleh
PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). PTPKD berasal dari unsur
perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara.
b. Sekertaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan
desa mempunyai tugas:
1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
2) Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan
APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
3) Melakukan pengendalian terhadap terhadap pelaksanaan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa.
5) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APBDesa.
c. Kepala seksi mempunyai tugas yaitu :
1) Menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya.
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2) Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan
desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan.
4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan.
d. Bendahara mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan atau
membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan
pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka
pelaksanaan APBDesa.
B. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sopa Kecamatan Kindang
Kabupaten Bulukumba
1. Perencanaan alokasi dana desa
Alokasi dana desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang
penggunaanya terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes),
oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui musyawarah
perencanaan desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang
membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang
berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan masyarakat desa.
Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan
keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang
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berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon
kebutuhan/aspirasi yang berkembang.
Prinsip partisipasi adalah keterlibatan setiap warga negara dalam
pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang
mewakili kepentingannya.4
Implementasi program ADD di Desa sopa kecamatan kindang kabupaten
bulukumba juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan
menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa.
Berdasarkan data hasil wawancara dengan kepala desa Sopa yang bernama
bapak Nurdin S.Ap, mengatakan bahwa :5
“Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik, terbukti saat adanyamusrenbangdes masyarakat sangat antusias hadir dalam musyawarah. Saatpelaksanaan masyarakat ada yang bersenang hati untuk membantu prosespembangunan dengan menjadi tukang atau kuli”.
Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam
memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap
prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Unsur yang di undang dalam
musyawarah desa ini meliputi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Kepala Dusun, perangkat desa dan unsur kelembagaan desa. Apabila ditinjau dari
partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan alokasi dana
desa dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik.
4A. Subroto, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, thesis (Semarang: Universitas
Diponegoro, 2008), h. 36
5Nurdin, Kepala Desa Sopa Kec. Kindang Kab. Bulukumba, Wawancara, Sopa 1 Agustus
2018.
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Mengenai proses perencanaan alokasi dana desa sebagaimana di Desa Sopa,
proses penentuan skala prioritas pembangunan diawali dengan melakukan
musyawarah dusun untuk menampung aspirasi masyarakat pada setiap dusun di desa
sopa. Setelah melakukan musyawarah dusun dan menetapkan usulan yang termasuk
prioritas masing-masing dusun, maka dilanjutkan dengan musyawarah desa
RKPDesa (Rencana Kerja Desa).
Berdasarkan data hasil wawancara dengan kepala dusun Sopa Ujung yang
bernama bapak Muh. Basri, yang mengatakan bahwa :6
“mengenai proses perencanaan pengelolaan keuangan desa kepala dusun
mengadakan musyawarah dengan masyarakat setempat untuk mendengan
usulan-usulan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa, yang
kemudian usulan-usulan itu akan disampaikan pada musyawarah desa”
Musyawarah desa RKPDesa dilakukan untuk merangkum semua usulan
masyarakat desa, sebagai dasar untuk melakukan kegiatan dana desa tersebut. Pada
proses musyawarah RKPDesa itu, melibatkan semua elemen masyarakat mulai dari
pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, tokoh agama dan tokoh pemuda.
Setelah musyawarah desa RKPDesa selesai, kemudian dilanjutkan dengan
pembuatan RAP (Rencana Anggaran Pelaksanaan) setiap kegiatan yang lalu
dituangkan dalam APBDesa sebagai dasar untuk menggunakan anggaran dana desa.
Dalam hal pengelolaan dana desa yang sudah tertuang dalam APBDesa yang
telah disetujui oleh BPD, maka untuk pelaksanaan kegiatan dibentuklah Tim
pelaksana kegiatan (TPK) yang diberi tanggung jawab dalam kegiatan dana desa.
6Muh. Basri, Kepala Dusun Sopa Ujung Desa Sopa Kec. Kindang Kab. Bulukumba,
Wawancara, 6 Agustus 2018.
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Perencanaan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa harus benar-
benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang di danai
alokasi dana desa adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi
prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah
ditentukan oleh pemerintah kabupaten.
Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan
peraturan desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan
pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, di samping kegiatan lain yang
sumber dananya di luar alokasi dana desa. Dengan demikian perencanaan yang
disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat
yang nantinya dapat di pertanggung jawabkan.
Prinsip transparansi di junjung tinggi oleh pelaksana program alokasi dana
desa di Desa Sopa sehingga di harapkan memperoleh timbal balik/tanggapan dari
masyarakat dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Di samping itu pemberian
informasi diberikan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai pada
kegiatan pembangunan.
Berdasarkan data wawancara dengan kepala desa Sopa yang bernama Nurdin
S.Ap, mengatakan bahwa :7
“segala sesuatu yang menyangkut program yang disampaikan secara
transparan mulai dari perencanaan dan pengelolaannya. Ini disampaikan
karena kita menginginkan hal-hal yang tidak di inginkan. Menjadi keharusan
untuk selalu terbuka tentang pengelolaan keuangan desa”.
7Nurdin, Kepala Desa Sopa Kec. Kindang Kab. Bulukumba, Wawancara, Sopa 1 Agustus
2018.
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Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh sekertaris desa Sopa yang
bernama, Nurdin S. Ap, mengatakan bahwa :8
“Adanya keterbukaan dan sesuai apa yang sudah menjadi RAP dan juga
dilaksanakan oleh petugas yang memang di tugaskan. Dalam hal ini
petugasan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dan
pelaksanaan yang ada”.
Hal ini senada pula dengan yang disampaikan oleh masyarakat yang
mengatakan bahwa :9
“Setiap rapat yang dilakukan di kantor desa mengenai pengelolaan dana desa
selalu mengundang beberapa masyarakat sebagai perwakilan dari masyarakat
dan semua di bicarakan secara transparan dan terbuka. Aparat desa selalu
menjelaskan secara rinci tentang pengelolaan keuangan desa”.
Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi di
dalam perencanaan alokasi dana desa yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat
desa.
2. Pelaksanaan alokasi dana desa
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari alokasi
dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksanaan kegiatan desa. Dalam
pelaksanaan alokasi dana desa ini, dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana desa
kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari tim pelaksana desa di desa
sopa dalam mendukung keterbukaan informasi program alokasi dana desa adalah
dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal kegiatan fisik yang sedang
dilaksanakaan.
8Nurdin, Kepala Desa Sopa Kec. Kindang Kab. Bulukumba, Wawancara, Sopa 1 Agustus
2018.
9Masyarakat, Desa Sopa Kec, Kindang Kab. Bulukumba, Wawancara, Sopa 6 Agustus 2018
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Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk
melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dari sisi
prinsip akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa ditempuh melalui sistem
pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing kegiatan.
Di dalam pelaksanaan alokasi dana desa senantiasa dilaporkan perkembangan
pelaksanaan kegiatan oleh pengelola keuangan desa di tingkat desa, terutama tentang
kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa
tanggung jawab pengelola keuangan desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan
laporan kegiatan alokasi dana desa yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.
Pertanggung jawaban pelaksanaan program pengelolaan keuangan dana desa
kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang
dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdiri
dari pelaporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan
dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.
3. Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Sopa terintegrasi
dengan pertanggung jawaban APBDesa. Hal ini sesuai dengan peraturan dalam
negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut
dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang keuangan desa, sumber
keuangan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa.
Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan
akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus di lakukan secara sfisien, sfektif,
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transparansi dan akuntabel. Alokasi dana desa yang merupakan salah satu sumber
utama pendapatan desa juga harus dipertanggung jawabkan secara transparan kepada
masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi
kewenangan. Selain itu pertanggung jawaban kepada masyarakat dilakukan secara
periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan alokasi dana
desa yang di pimpin oleh kepala desa.
Beradasarkan data hasil wawancara dengan kepala desa Sopa yang bernama
Nurdin S.Ap, mengatakan bahwa :10
“Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan alokasi dana
desa yang mengundang tokoh masyarakat dan badan perwakilan desa.
Evaluasi ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan
keuangan desa dan diharapka adanya masukan-masukan demi berjalan
alokasi dana desa”.
Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim
pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat
kecamatan secara bertahap.
Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan yang dilaksanakan di
desa sopa dapat dikatakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
Berdasarkan data hasil wawancara dengan bendahara desa Sangkala S.Hi,
yang mengatakan bahwa :11
“Kepala desa dan bendahara desa mengambil dana desa dari bank kemudian
diberikan kepada bendahara, kemudian di berikan kepada tim pelaksana
10Nurdin, Kepala Desa Sopa Kec. Kindang Kab. Bulukumba, Wawancara, Sopa 1 Agustus
2018.
11Sangkala, Bendahara Desa Sopa Kec. Kindang Kab. Bulukumba, Wawancara, Sopa 1
Agustus 2018.
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alokasi dana desa untuk mengelola keuangan desa guna untuk pembangunan
desa”.
Informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban
pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Sopa telah melaksanakan prinsip
akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa juga telah melaksanakan
pertanggungjawaban administrasi keuangan desa dengan baik yaitu setiap
pembelanjaan yang bersumber dari alokasi dana desa harus disertai dengan bukti.
Evaluasi pelaksanaan program alokasi dana desa tersebut juga membimbing
masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi
dengan adanya kerja sama saling membantu antar perangkat desa, bendahara dan tim
pelaksana alokasi dana desa agar pelaporan alokasi dana desa dapat diselesaikan
dengan cepat dan tepat. Dapat diketahui bahwa pelaksana alokasi dana desa sudah
memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan dana desa karena
selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten.
Hal ini di dukung dengan penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa
semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggung jawabkan secara fisik dan
juga secara administrasi keuangan. Hasil pembangunan yang bersumber dari alokasi
dana desa di Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dapat di lihat
dari tabel :
Hasil sarana dan prasarana yang di bangun ADD 2017
No Sarana yang dibangun Hasil
1. Pembangunan/perbaikan saluran irigasi Baik
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2. Pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan Baik
3. Pembangunan/rehabilitasi drainase/gorong-gorong Baik
4. Pembinaan lembaga ekonomi desa (BUMDesa) Baik
5. Pembangunan/rehabilitasi tugu batas desa Baik
Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di desa sopa baik
secara fisik dapat dipertanggung jawabkan. Pengelolaan keuangan desa di Desa Sopa
sudah optimal karena dana desa yang ada sudah dimanfaatkan untuk pembangunan
desa secaran efektif, efisien dan akuntabel. Setiap tahunnya bendahara desa
melakukan pertanggung jawaban tentang apapun program yang dijalankan oleh desa.
Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan
bahwa :12
“Pengelolaan keuangan desa sudah optimal karena dana desa yang ada di desa
sudah digunakan untuk pembangunan desa, selain itu pula telah di bentuk
BUMDES ( badan usaha milik desa) yaitu produksi batu alam, dengan adanya
ini maka akan menambah keungan desa”.
C. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa di desa sopa yaitu
rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa sangat
rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan
sekolah dasar. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan keuangan desa
pada tahap perencanaan. Pada proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di
12Masyarakat, Desa Sopa Kec. Kindang Kab. Bulukumba, Wawancara, Sopa 5 Agustus 2018.
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desa sopa menerapkan sistem musyawarah. Dalam proses musyawarah desa terlihat
bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi, namun bentuk-bentuk usulan dari
kegiatan masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti pemeliharaan
talud, jalan dan lain-lain. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada
diri masyarakat sendiri. Monotonnya pola pikir masyarakat dalam perencanaan
pembangunan dana desa tersebut merupakan cerminan dari rendahnya tingkat
pendidikan masyarakat sehingga belum ada kreativitas dan inovasi dalam
pengelolaan alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat.
Faktor lain yang menghambat pengelolaan keuangan desa yaitu mengenai
pengurusan-pengurusan pembangunan desa yang memerlukan proses dan waktu
yang cukup lama agar pembangunan fisik maupun non fisik dapat berjalan secara
maksimal.
D. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Ketatanegaraan Islam
Islam mengajarkan kepada kita tentang studi perencanaan secara jelas dan
terperinci dalam al-Qur’an dan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi
pedoman kita untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalan dalam hidup.
Begitu pun dengan akuntabilitas dan transparansi sebagi bentuk pengelolaan
keuangan desa di desa sopa.
Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk shidq. Shidq atau kejujuran
mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam melaksanakan
rencana, kejujuran dalam tindakan, kejujuran dalam merealisasikan dalam semua
ketentuan agama. Dalam pengelolaan keuangan, kejujuran  ini tidak bisa dijalankan
kecuali dengan transparansi anggaran. Maka menjalankan transparansi anggaran
adalah wajib.
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Pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang
berkedudukan langsung di bawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban
sebagaimana telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang
otonomi daerah. Sebagai unit pemerintahan dalam skala yang lebih kecil,
pemerintahan desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan, begitu pula dalam persfektif hukum islam. pemerintahan desa mempunyai
tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya di dalam
rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan
kesejahteraan umum yang merata bagi warga masyarakat negara kesatuan republik
indonesia. Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.13 Pemerintah desa mempunyai wewenang untuk menegakkan
kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam al- Qur’an dijelaskan dalam QS
al-Nisa/ 4 ayat: 58 yang berbunyi:
                      
        
Terjemahnya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
13Ahmad Nuralif, Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam
Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum (Skripsi: 2010) h. 55.
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memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.14
Sebagai pelaksana amanat dari pemerintahan pusat dan pemerintah daerah,
pemerintahan desa mempunyai kewenangan dan hak-hak di dalam melaksanakan
tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintahan desa adalah sebagi
Ulil Amri di mana warga masyarakat mempunyai kewajiban menaati Ulil Amri agar
tereliasasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya di segala
bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa.15 Sebagaimana dalam al-Qur’an telah
dijelaskan tentang kewajiban mentaati Ulil Amri dalam Surat al-Nisa ayat 59 yang
berbunyi:
                           
                   
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya”.16
14Kementerian agama, al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung : PT Sygma Examedia
Arkanieema, 2007) h. 87.
15Ahmad Nuralif, Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam
Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum (Skripsi: 2010) h. 56.
16Kementerian agama, al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung : PT Sygma Examedia
Arkanieema, 2012) h. 87.
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Prinsip musyawarah bukanlah sesuatu hal yang baru bagi islam, sebab Nabi
Muhammad saw sendiri selama hidupnya senantiasa mengamalkannya. Islam
menggunakan istilah musyawarah ini sebagai pondasi utama dalam kehidupan
politik, di samping elemen-elemen lain yang juga berperan penting. Al-Qur’an
mengajarkan kepada kita tentang pentingnya musyawarah itu, “Dan bagi orang yang
mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang segala perkara mereka
selesaikan dengan musyawarah di antara mereka (Q.S.42: 38).17
Nabi saw biasanya memastikan seluruh hitungan para pekerja: berapa jumlah
pengeluaran (mustakhraj) belanja (mashruf) negara madidinah. Sebagaimana yang
diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan Abu Hamid al-Said: “Rasululullah
saw pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Azd, ada yang mengatakan
namanya Ibnu al-Latbiyyah, untuk mengumpulkan shadaqah.18 Ketika ia telah pulang
dan menghitungnya, dia berkata, yang ini untuk rasul dan yang ini diberikan
kepadaku? Maka Rasulullah saw bersabda: apa maunya orang ini, kita
mempekerjakannya  untuk pekerjaan yang dikuasakan kepada kita oleh Allah, lantas
ia mengatakan, ini untukmu dan ini diberikan kepadaku. Coba saja ia membantu
pekerjaan di rumah bapak ibunya, agar ia lihat apakah diberi atau tidak? Demi Dzat
yang menguasai jiwaku, kita takkan mempekerjakan seseorang untuk suatu pekerjaan
yang Allah serahkan kepada kita dan ia mengambil bagian darinya kecuali kelak di
hari kiamat ia akan memanggul di atas lehernya, jika yang diambil seekor unta yang
17H. Usman Jafar, Islam Dan Politik Dinamika Pemikiran Politik Dalam Islam (Makassar :
Alauddin University Press, 2012) h. 41.
18Muhammad Akram Khan, Tugas Negara Menurut Islam (Cet. 1, Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2004), h. 35.
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berbusa mulutnya, seekor sapi yang melenguh-lenguh, atau kambing yang
mengembek-embek. Kemudian Rasulullah saw mengangkat kedua tangannya ke
langit dan berkata: “Ya Allah, sudahkah kusampaikan?” Beliau mengatakannya
sampai dua atau tiga kali.
Maksud hadits ini adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah fardlu
kifayah, ketika tak seorang pun menunaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut, maka
menjadi fardhu ain baginya, apalagi jika orang-orang selain dirinya tidak sanggup
untuk menunaikannya.
Hubungan antara penguasa dengan rakyat yang lebih penting adalah
bagaimana rakyat dapat merasakan keadilan dan kemakmuran serta kesejahteraan
baik lahir maupun batin. Ketaatan kepada pemimpin, dilakukan selama dalam
kerangka kebaikan dan bukan sebaliknya, menentang perintah Allah dan Rasulnya
atau untuk maksiat adalah hak bagi pemimpin. Jika sebaliknya diperintahkan
melakukan kemaksiatan, maka tidak ada hak baginya untuk mendengar dan
mentaatinya.19
19H. Usman Jafar, Islam Dan Politik Dinamika Pemikiran Politik Dalam Islam (Makassar:





Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian maka
dapat di tarik kesimpulan sesuai dengan tiga permasalahan peneliti yang ada pada
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan keuangan dana desa yang tediri dari perencanaan, pelaksanaan
dan pertanggung jawaban. Pengelolaan keuangan desa di Desa Sopa sudah
optimal karena dana desa yang ada sudah dimanfaatkan untuk pembangunan
desa secara efektif, efisien dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa sudah
sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Setiap tahunnya bendahara desa
melakukan pertanggung jawaban tentang apapun program yang dijalankan
oleh desa. Dana desa yang ada di desa sudah digunakan untuk pembangunan
desa baik yang fisik maupun non-fisik, selain itu pula telah di bentuk
BUMDES ( badan usaha milik desa) yaitu produksi batu alam, dengan
adanya ini maka akan menambah pendapatan desa.
2. Faktor penghambat pengelolaan keuangan desa di Desa Sopa yaitu rendahnya
sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa sangat
rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan
sekolah dasar. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan keuangan
desa pada tahap perencanaan. Pada proses perencanaan pengelolaan keuangan
desa di Desa Sopa menerapkan sistem musyawarah. Dalam proses
musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi, namun
bentuk-bentuk usulan dari kegiatan masyarakat cenderung bersifat
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pembangunan fisik seperti perbaikan saluran irigasi, pembangunan jalan dan
jembatan, pembangunan/ rehabilitasi drainase/gorong-gorong, pembangunan
tugu batas desa dan lain-lain. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat
pemberdayaan pada diri masyarakat sendiri.
3. Pengelolaan keuangan dana desa dalam studi ketatanegaraan islam bersifat
transparansi adalah salah satu bentuk shidq. Shidq atau kejujuran
mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam
melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, kejujuran dalam
merealisasikan dalam semua ketentuan agama. Dalam pengelolaan keuangan,
kejujuran  ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran.
Maka menjalankan transparansi anggaran adalah wajib. Pengelolaan
keuangan dana desa dalam ketatanegaraan menggunakan prinsip
musyawarah. Islam menggunakan istilah musyawarah ini sebagai pondasi
utama dalam kehidupan politik, di samping elemen-elemen lain yang juga
berperan penting. Al-Qur’an mengajarkan kepada kita tentang pentingnya
musyawarah.
B. Implikasi Penelitian
Pengelolaan keuangan desa sangatlah penting dalam desa karena sangat
menunjang pembangunan desa. Jadi adapun saran yang penulis dapat berikan
sehubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu Kepala Desa atau Aparat Desa harus
membimbing masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia. Agar
masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa baik yang secara
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fisik maupun non fisik. Setiap ada musyawarah desa masyarakat bisa memberikan
usulan-usulan yang dapat menunjang pembangunan desa.
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LAMPIRAN
FOTO WAWANCARA
Wawancara Dengan Kepala Desa Sopa
Wawancara Dengan Kepala Dusun Sopa Ujung Desa Sopa
Wawancara Dengan Bendahara Desa Sopa
Wawancara Dengan Kasi Kesos Dan Kemasyarakatan Desa Sopa
Wawancara Dengan Masyarakat Desa Sopa
Wawancara Dengan Masyarakat Desa Sopa
Wawancara Dengan Masyarakat Desa Sopa


Gambar pembangunan dan pemeliharaan talud
Pembangunan dan pemeliharaan jalan antar pemukiman
Pembangunan dan pemeliharaan jalan antar wilayah pertanian
Pembangunan dan perbaikan pasar desa
Pendirian dan pengelolaan BUMDES (batu alam)
LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DESA
Optimalisasi Pengelolaan Keungan Desa Di Desa Sopa Kecamatan Kindang





1. Bagaimana perkembangan desa sopa dari tahun ke tahun jika dilihat dari
aspek kehidupan?
2. Apa tolak ukur keberhasilan program yang dijalankan pemerintah desa?
3. Apa kendala yang di hadapi oleh pemerintah desa terkait dengan pengelolaan
anggaran keuangan desa?
4. Apa solusi yang di tawarkan oleh pemerintahdesa terkait dengan
permasalahan dalam keuangan desa?
5. Bagaimana respon masyarakat terhadap realisasi program pembangunan desa
yang bersumber dari keuangan desa?
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK APARAT DESA
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sopa Kecamatan Kindang





1. Bagaimana kontribusi aparat desa terkait pengelolaan keuangan desa?
2. Bagaimana bentuk komunikasi dan strategi aparat desa dalam menjalin relasi
dengan pemerintah desa dalam hal program kerja desa?
3. Apa indikator yang digunakan aparat desa agar pengelolaan keuangan desa
dapat efektif, efisien dan akuntabel?
4. Apa tindakan aparat desa paska realisasi anggaran desa dalam menyelesaikan
program kerja desa?
5. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban aparat desa terkait dengan program
kerja desa yang telah di jalankan?
LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT
Optimalisasi Pengelolaan Keungan Desa Di Desa Sopa Kecamatan Kindang





1. Bagaimana bentuk usaha masyarakat dalam mendukung  program kerja desa?
2. Apa usaha-usaha yang dilakukan pemerintah desa yang melibatkan
masyarakat terkait anggaran desa?
3. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan
keuangan desa?
4. Apa reaksi masyarakat tentang kinerja pemerintah dan aparat desa serta
realisasi keuangan desa?
5. Bagaimana kritik serta saran masyarakat agar efektifitas program kerja desa
dapat berjalan dengan baik?





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SOPA
TAHUN ANGGARAN 2017
KODE REK URAIAN ANGGARAN( Rp ) KETERANGAN
1 2 3 4
1. PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Pendapatan Transfer
Dana Desa










Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tunjangan BPD dan Anggotanya
Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat
Kegiatan Operasional Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Benda Pos dan Materai
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Jasa Pihak Ketiga
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tan
Belanja Pemeliharaan Kendaraan
Belanja Honor Pengelolaan Keuangan
Belanja Honorarium Tim Pengelolah Kegiatan
Belanja Honor Pemeriksa Barang
Belanja Honorarium Staf Perangkat Desa
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Kegiatan Operasional BPD
Belanja Barang dan Jasa


























Printed by Siskeudes 16/08/2018 5:19:35 AM Halaman 2
KODE REK URAIAN ANGGARAN( Rp ) KETERANGAN
1 2 3 4
2.1.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Uang Sidang BPD dan Anggotanya
Kegiatan Operasional RT/RW
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Honor RT/RW
Kegiatan Operasional Upah Pungut
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Honorarium Tim Pengelolah PBB-P2
Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Desa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Honorarium Panitia Kegiatan
Kegiatan Penyusunan RKP Desa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Honorarium Tim
Kegiatan Penyusunan APB Desa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Honorarium Tim
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Saluran Irigasi
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
Belanja Modal
Belanja Modal Pembangunan Talud
Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan D
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
Belanja Bahan/Material
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa
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KODE REK URAIAN ANGGARAN( Rp ) KETERANGAN
1 2 3 4
2.2.4.2. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
Belanja Bahan/Material
Belanja Modal
Belanja Modal Pembangunan Drainase
Kegiatan Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa (BUMDesa, U
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Tugu Batas Desa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
Belanja Bahan/Material
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Kegiatan Pembinaan PKK Desa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Perjalanan Dinas
Kegiatan Pembinaan Lembaga Keagamaan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Pakaian Dinas/Khusus dan Atributnya
Belanja Jasa Pihak Ketiga
Kegiatan Pembinaan Keolahragaan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan
Kegiatan Pembinaan Lembaga Permusyawaratan Masyarak
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Jasa Pihak Ketiga
Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Pihak Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
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KODE REK URAIAN ANGGARAN( Rp ) KETERANGAN
1 2 3 4
2.4.7.2. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Kontribusi Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa Kelompo
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan




Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian, Peternak
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat/Panrita Siaga
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Benda Pos dan Materai
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
Belanja Sewa Kendaraan
Belanja Modal
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3. PEMBIAYAAN
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